BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur,
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam
pembukaan UUD 1954 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek
pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap
bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 tahun 2003 yang menguraikan
pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan
pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas
pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan
terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen
standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi
Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan,
dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga

lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat



dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan
kualitas pelayanan yang baik

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan publik adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara pelayanan publik adalah petugas pelayanan publik baik
Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima layanan publik
adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan badan hukum yang
memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau
penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-
pegawai yang handal, berkompeten, mampu memahami serta dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung
jawab yang dibebankan kepadanya. Selain itu, mereka tentu harus memiliki
komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Masyarakat
tentunya ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah.

Seiring dengan proses reformasi dan implementasi kebijakan otonomi
daerah, pemerintah baik pusat maupun di daerah dituntut untuk dapat
meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan berbagai kepentingan masyarakat.
Kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin
strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam

kehidupan ekonomi politik. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja



birokrasi pelayanan publik akan memiliki implikasi luas, terutama dalam
memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya
kinerja birokasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong
munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut
pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai
dengan tuntutan dan harapan masyarakat.Hal ini diketahui antara lain dari
banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan lansung ke unit/kantor.
Pelayanan baik menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih
berbelit-belit, tidak transparan,kurang akomodotif, kurang konsisten sehingga
tidak menjamin kepstian waktu dan budaya serta masih dijumpai adanya
pungutan yang tidak resmi (KEMENPAN No 63 Tahun 2003).
Menurut Undang-Undang No.25 tahun 2009, pelayanan publik adalah
kegaiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk
atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelengara pelayanan publik.

Aspek yang sangat penting dalam melaksanakan adalah melayani dari
berbagai aktivitas dan untuk itulah pemerintah membentuk sistem administrasi
dan birokrasi peemerintah yang terendah agar dapat memberikan layanan yang
lebih optimal bagi seluruh masyarakat dan fungsinya sebagai pelayanan
masyarakat.Pelayanan dan pengabdian merupakan motivasi dan kesadaran
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendahulukan
kewajiban daripada hak. Hal itu penting dalam pelaksanaannya nanti akan
memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik akan hanya diwujudkan
dengan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Hendaknya aparat dalam memberikan pelayanan tidak mendahulukan

kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.Karena peran aparat disini



adalah aparatur Negara sebagai abdi masyarakat.Selain itu dalam pelayanan
harus sesuai dengan undang-undang atau ketetapan berlaku.Sumber daya
manusia pun sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan. Jika sumber
daya yang dimiliki aparat baik maka akan baik pula pelayanan yag diberikan.
Salah satu harapan masyarakat (selaku konsumen pelayanan) adalah
menginginkan pelayanan yang adil dan merata.Bentuk pelayanan yang adil dan
merata.Bentuk pelayanan yang adil dan merata hanya dimungkinkan oleh
kesiapan psikologi birokrat pemerintah yang senantiasa menyesuaikan diri
dengan perubahan sosial (social change) dan dinamika masyarakat sebagai
sasaran pelayanannya.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan
yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia.
Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan,daya tanggap, ketepatan
waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan
sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat
dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas.
Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna
layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Baik
buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi
penyedia jasa/layanan melainkan berdasarkan pada persepsi konsumen dan
aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan.

Instansi pemerintah daerah seperti kecamatan merupakan salah satu
contoh instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Kecamatan
sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dalam wilayah kecamatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perijinan melalui

transparasi dan standarisasi pelayanan.



1.2 Perumusan Masalah

1.

Bagaimana Kualitas kerja pegawai dalam pelayanan publik di kecamatan
klojen?

Bagaimana dimensi kualitas kerja pegawai di kecamatan klojen dalam
memberikan pelayanan?

Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat kerja pegawai
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan klojen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kualitas kerja pegawai dalam pelayanan publik di

kecamatan klojen

. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dimensi kualitas

kerja pegawai di kecamatan klojen dalam memberikan pelayanan?

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dang menghambat kerja

pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

klojen.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang peningkatan
kualitas kerja pegawai dalam pelayanan publik serta untuk penyusunan
skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas
Ilmu Sosial dan lImu Politik.

Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan

kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya



mengenai pelayanan Kantor Kecamatan sebagai peningkatan kualitas kerja
pegawai dalam pelayanan publik

Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang akan
membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan

pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai
pengguna layanan.

Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar menjadi informasi bagi masyarakat tentang
tujuan pelayanan publik sebagai bentuk kewajiban aparatur

pemerintah kepada masyarakat dengan berlandaskan asas transparansi,
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta

keseimbangan hak dan kewajiban, dalam memberi kejelasan

pelayanan atas kebutuhan masyarakat.



